
 

 

 
 

 

 
 

 

GUBERNUR BALI 
 

PERATURAN GUBERNUR BALI 
 

NOMOR 38 TAHUN 2025 
 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA 

TAHUN ANGGARAN 2024 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

GUBERNUR BALI, 
 
 

Menimbang  : bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan Pasal  11  Peraturan 
Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  
Semesta Berencana Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan 

Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta 
Berencana Tahun Anggaran 2024; 

 

Mengingat   : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

SALINAN 



  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004    
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 4355); 
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014   

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2   
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); 

  10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

  11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah  

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012   
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    
Nomor 5272); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia    
Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6847); 
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia     

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara                
Republik Indonesia Nomor 6178); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia         

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara                           
Republik Indonesia Nomor 6322); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang     

Pengelolaan Transfer ke Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6883); 
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang  Harmonisasi 

Kebijakan Fiskal Nasional  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 6206); 

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia             
Tahun 2013 Nomor 1425); 

  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri        

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk             
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 157); 
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
  23. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali 
Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi    

Bali Nomor 8); 
  24. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2025 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2024 
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 4); 

    
 

 
 
 

 
 

 
 



   MEMUTUSKAN : 

 

Pasal 1 

 
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri atas: 
1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah……….. Rp 5.535.429.679.670,83 

b. Pendapatan Transfer……………. Rp 2.283.418.060.237,00 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah 
Yang Sah………………………….. 

Rp        5.750.844.000,00 

Jumlah Pendapatan Rp 7.824.598.583.907,83 

2. Belanja 
a.   Belanja Operasi 

 1. Belanja Pegawai…………….. Rp 2.088.693.065.509,00 

 2. Belanja Barang dan Jasa… Rp 1.200.096.660.415,66 

 3. Belanja Subsidi………………. Rp        2.525.000.000,00 

 4. Belanja Hibah…………………. Rp 1.169.523.956.546,00 

 5. Belanja Bantuan Sosial…….. Rp           250.000.000,00 

Jumlah Rp 4.461.088.682.470,66 

b.  Belanja Modal 

 1. Belanja Modal Tanah………… Rp        3.464.184.000,00 

 2. 
Belanja Modal Peralatan dan 

Mesin……………………………. 
Rp    130.063.180.613,50 

 3. 
Belanja Modal Gedung dan 
Bangunan………………………. 

Rp    407.489.294.374,22 

 4. 
Belanja Modal Jalan, 
Jaringan, dan Irigasi….......... 

Rp      94.451.449.090,69 

 5. 
Belanja Modal Aset Tetap 

Lainnya…………………………. 
Rp      31.382.599.067,00 

 6. 
Belanja Modal Aset 

Lainnya................................ 
Rp           838.900.000,00 

Jumlah Rp     667.689.607.145,41 

c. Belanja Tidak Terduga……………. Rp         7.441.134.041,00 

d. Belanja Transfer  

 1. Belanja Bagi Hasil……………. Rp 1.800.971.992.343,00 

 2. Belanja Bantuan Keuangan.. Rp    355.860.433.998,00 

Jumlah Belanja Rp 7.293.051.849.998,07 

Surplus/Defisit Rp    531.546.733.909,76 

3.  Pembiayaan 
a. Penerimaan Pembiayaan…….   Rp   342.650.523.381,56 

b. Pengeluaran Pembiayaan…….   Rp   250.464.798.088,00 

c. Koreksi SiLPA…………………..   Rp                           0,00 

d. Sisa lebih pembiayaan 
anggaran tahun berkenaan…. 

 
  Rp   623.732.459.203,32 

   

 

 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA 
TAHUN ANGGARAN 2024. 



 
 

 

Pasal 2 
 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 3 
 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam 

Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 
 

Pasal 4 
 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Provinsi Bali. 

 
 

  Ditetapkan di Denpasar 

  pada tanggal 3 September 2025    

 

                     GUBERNUR BALI, 

 

ttd 

 

 

   WAYAN KOSTER 

                

Diundangkan di Denpasar 

pada tanggal  3 September 2025   

 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, 

 

 

 ttd 

 

DEWA MADE INDRA 
 

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025 NOMOR 41 

 
 Salinan sesuai dengan aslinya   

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,       
 

 
 

 
Ida Bagus Gede Sudarsana   

NIP. 19691010 199703 1 012 
 

https://kanal.baliprov.go.id/verify_page
https://kanal.baliprov.go.id/prv/b4bd43f4-96c6-45bc-b85c-b5a0ddb929f7
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